
 
 

SALINAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 
dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang yang diajukan oleh Presiden tidak mendapat 
persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus 
dicabut; 

  b. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem 
Keuangan yang diajukan oleh Presiden tidak mendapat 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat 
Paripurna tanggal 30 September 2009; 

  c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12    
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat, Presiden mengajukan rancangan 
undang-undang tentang pencabutan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dapat 
mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan; 

   
 

Mengingat  : . . . 



 
- 2 - 

 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

   
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 
TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM 
KEUANGAN. 

 
 

Pasal 1 
 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4907) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2 

 
Keputusan yang telah ditetapkan oleh Komite Stabilitas 
Sistem Keuangan dalam rangka melaksanakan tugas dan 
wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring 
Pengaman Sistem Keuangan tetap sah dan mengikat. 

 
Pasal 3 

 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Agustus 2015 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
JOKO WIDODO 

 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Agustus 2015 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

YASONNA H. LAOLY 
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 182  
 
 
 
 





 
 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN 

 
 

I. UMUM 
 
Ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa jika suatu Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
tersebut harus dicabut.  Untuk memenuhi ketentuan tersebut perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman 
Sistem Keuangan.  Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur bahwa pencabutan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang yang tidak mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dilakukan dengan Undang-Undang. 

Dalam keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 
tanggal 30 September 2009, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan 
tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Substansi 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut mengatur 
mengenai pencegahan dan penanganan krisis yang meliputi penanganan 
kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas bagi Bank maupun 
Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berdampak sistemik. Mengingat 
keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 30 
September 2009 dan dalam rangka memberikan kepastian hukum, 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut perlu dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.  

Undang-Undang ini juga mengatur akibat hukum dari Keputusan yang 
ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut. 

 

II.  PASAL . . . 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5727 


